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1.​ Pengantar  

a.​ Istilah dan Pengertian 

i.​ Hukum Tata Usaha Negara (HTUN): Aturan hukum yang mengatur 

penyelenggaraan urusan pemerintahan atau administrasi negara. 

ii.​ Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Lembaga peradilan yang khusus 

dibentuk untuk menyelesaikan sengketa administratif, yaitu sengketa antara 

individu/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN akibat 

dikeluarkannya KTUN. 

iii.​ Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): Penetapan tertulis yang dikeluarkan 

oleh Badan/Pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta 

menimbulkan akibat hukum. 

iv.​ Hukum Acara PTUN: Peraturan hukum yang mengatur cara mengajukan 

gugatan, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara. 

b.​ Latar Belakang 

Ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa 

antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut 

bertujuan mengontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang 

dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) ataupun perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha 

Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni,  

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian diubah dengan 

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan 

 



 

Undang Undang No.51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan 

lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol 

yudisialnya. 

c.​ Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia menurut pasal 

No. 51 Tahun 2009 mencakup penyelesaian sengketa antara orang atau badan hukum 

perdata dengan badan/pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan 

Tata Usaha Negara (KTUN) atau tindakan pemerintahan. 

i.​ Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual 

ii.​ Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. 

PTUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa administrasi pusat/daerah, 

termasuk sengketa kepegawaian. 

2.​ Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif 

Kompetensi absolut berkaitan dengan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili 

suatu perkara, apakah suatu perkara tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara. Atau dengan 

kata lain, kompetensi absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu 

peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketanya 

(Marbun, 2003, hlm. 59). Kewenangan absolut menurut Yahya Harahap yaitu: 

i.​ Didasarkan pada lingkungan kewenangan.  

ii.​ Tiap-tiap lingkungan mempunyai wewenang tertentu untuk mengadili suatu 

perkara   atau disebut dengan diversity jurisdiction.  

iii.​ Wewenang tertentu tersebut menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi 

absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of 

jurisdiction.  

iv.​ Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas 

kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. 

Kompetensi relatif suatu badan peradilan berkaitan dengan kewenangan peradilan untuk 

mengadili suatu perkara sesuai dengan batas daerah hukum yang menjadi 

kewenangannya. Suatu badan peradilan dapat dinyatakan berwenang mengadili suatu  

 



 

perkara apabila salah satu dari pihak yang berperkara baik itu penggugat atau tergugat  

berada di ruang lingkup atau wilayah hukum peradilan tersebut. Kompetensi relatif 

PTUN diatur dalam Pasal 6 UU 9/2004, yang menyatakan: 

i.​ PTUN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kabupaten/kota. 

ii.​ PTUN berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi (Abdullah, 2015, hlm. 392). 

Setelah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), 

kompetensi absolut PTUN diperluas secara signifikan, mencakup sengketa tindakan 

faktual pejabat, keputusan fiktif positif (diam), dan penyalahgunaan wewenang. 

Kompetensi relatif tetap berdasar wilayah hukum PTUN, namun UU AP menegaskan 

PTUN tempat kediaman penggugat dapat menjadi alternatif. 

a.​Subyek Gugatan 

Subjek sengketa terdiri atas penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Penggugat adalah 

pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan administrasi 

negara. Biasanya penggugat adalah warga negara, badan hukum, atau entitas lain 

yang berkepentingan. Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang 

mengeluarkan keputusan atau tindakan yang menjadi objek sengketa. Pejabat ini 

bertindak atas nama pemerintah dalam kapasitas administratifnya (Sukamto Satoto 

et al., 2024). Pihak ketiga dapat terlibat dalam perkara karena berkepentingan 

terhadap hasil putusan dan dapat mengajukan intervensi dalam proses persidangan.  

Intervensi pihak ketiga dalam ptun ada 2 jenis, yaitu: 

i.​ Voeging (intervensi bergabung): pihak ketiga bergabung dengan penggugat 

atau tergugat karena memiliki kepentingan hukum yang sama 

ii.​ Tussenkomst (intervensi penengah): Pihak ketiga masuk dengan inisiatif 

sendiri karena kepentingannya oleh sengketa tersebut, menjadi pihak mandiri. 

Dalam intervensi pihak ketiga, juga ada proses yang harus dilalui, yaitu: 

i.​ Pengajuan Permohonan: Pihak ketiga mengajukan permohonan tertulis 

kepada Ketua PTUN/Majelis Hakim melalui bagian PTSP. 

ii.​ Waktu Pengajuan: Permohonan diajukan sebelum pembuktian atau 

selambat-lambatnya sebelum putusan akhir. 

 



 

iii.​ Pemeriksaan: Hakim memeriksa permohonan untuk menentukan keterkaitan 

langsung pihak ketiga dengan pokok perkara. 

iv.​ Penetapan: Jika dikabulkan, pihak ketiga ditetapkan sebagai Pihak Intervensi 

dan bergabung dalam perkara yang sedang berjalan. 

v.​ Pemanggilan: Panggilan dilakukan melalui surat tercatat atau sistem e-Court. 

b.​Obyek Gugatan 

Objek gugatan dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merujuk pada 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan gugatan oleh pihak 

yang merasa dirugikan. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, 

KTUN didefinisikan sebagai: 

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, 

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” 

Agar suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai KTUN dan menjadi objek 

sengketa di PTUN, keputusan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut: 

i.​ Penetapan Tertulis: Keputusan harus dituangkan secara tertulis sebagai 

bentuk dokumentasi resmi baik dalam bentuk fisik maupun non fisik (KTUN 

elektronik). 

ii.​ Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. 

iii.​ Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB: Keputusan harus 

didasarkan pada hukum yang berlaku. 

iv.​ Bersifat Konkret: KTUN harus nyata dan berwujud walaupun bentuknya 

elektronik 

v.​ Individual: Keputusan ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu. 

vi.​ Final: Keputusan tersebut bersifat akhir dan tidak memerlukan persetujuan 

lebih lanjut. 

 



 

vii.​ Menimbulkan Akibat Hukum: Keputusan tersebut harus menimbulkan akibat 

hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Akibat hukum memiliki 

beberapa bentuk yaitu hak, kewajiban dan keadaan hukum/legitimasi. 

viii.​ Keputusan yang  berlaku bagi Warga Masyarakat. 

Namun, Tidak semua keputusan atau tindakan dapat dijadikan objek sengketa di 

PTUN. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan beberapa 

pengecualian, yaitu: 

i.​ KTUN berdasarkan Peraturan Hukum Pidana: Keputusan yang diterbitkan 

berdasarkan ketentuan KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya. 

ii.​ KTUN berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan: Keputusan yang 

diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

iii.​ Perbuatan Hukum Perdata: Keputusan yang menyangkut ranah hukum 

perdata, seperti perjanjian jual beli antara instansi pemerintah dan 

perseorangan. 

iv.​ Pengaturan Bersifat Umum: Keputusan yang memuat norma hukum yang 

berlaku secara umum (peraturan perundang-undangan), bukan bersifat 

konkret dan individual. 

v.​ Memerlukan Persetujuan: Keputusan yang belum final karena masih 

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. 

vi.​ Keadaan Darurat/Perang: Keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, 

keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, 

yang mendesak untuk kepentingan umum. 

3.​ Gugatan 

Gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah permohonan tertulis 

yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dinyatakan batal atau tidak sah.  

a.​ Alasan/Dasar Gugatan 

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang dikembangkan dalam UU 

No. 51 Tahun 2009, alasan yang dapat digunakan untuk menggugat adalah:  

 



 

-​ Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan: KTUN yang 

dikeluarkan melanggar hukum positif yang berlaku. 

-​ Penyalahgunaan Wewenang (Détournement de Pouvoir): Pejabat 

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain di luar maksud pemberian 

wewenang tersebut. 

-​ Tindakan Sewenang-wenang (Willekeur): Pejabat mengeluarkan keputusan 

tanpa dasar pertimbangan yang layak atau melanggar Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB).  

b.​ Isi Gugatan 

Surat gugatan setidaknya harus memuat komponen berikut agar memenuhi syarat 

formil:  

i.​ Identitas Pihak: Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan 

Penggugat serta jabatan dan tempat kedudukan Tergugat. 

ii.​ Objek Sengketa: Penjelasan mengenai KTUN yang digugat (nomor, tanggal, 

dan perihal keputusan). 

iii.​ Tenggang Waktu: Uraian bahwa gugatan diajukan masih dalam batas waktu 90 

hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. 

iv.​ Posita (Alasan Gugatan): Paparan fakta-fakta hukum dan alasan mengapa 

KTUN tersebut dianggap melanggar hukum. 

v.​ Petitum (Tuntutan): Permohonan agar hakim menyatakan batal/tidak sah 

KTUN tersebut dan mewajibkan Tergugat mencabutnya, serta dapat disertai 

tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.  

c.​ Cara Penyusunan Gugatan dalam PTUN 

Penyusunan gugatan mengikuti alur formal sebagai berikut: 

i.​ Format Tertulis: Gugatan harus disusun secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia 

ii.​ dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya. 

iii.​ Struktur Sistematis: Dimulai dari alamat Pengadilan yang dituju, identitas para 

pihak, dasar hukum (fundamentum petendi), hingga amar yang dimohonkan 

iv.​ Permohonan Penundaan (Opsional): Jika pelaksanaan KTUN mendesak untuk 

 



 

v.​ dihentikan selama proses sidang, Penggugat dapat menyertakan permohonan 

penetapan penundaan dalam surat gugatan. 

vi.​ Lampiran Dokumen: Menyertakan bukti awal seperti fotokopi objek sengketa 

vii.​ (jika ada) dan surat kuasa jika diwakili oleh advokat. 

viii.​ Pendaftaran: Gugatan didaftarkan melalui e-Court atau datang langsung ke 

bagian pendaftaran PTUN setempat dengan membayar panjar biaya perkara. 

4.​ Pengajuan Gugatan 

a.​ Upaya Administratif (Pra Litigasi) 

i.​ Makna dan Konteks 

Perlindungan hukum melalui Peradilan Administrasi (Peratun) diberikan oleh 

badan kekuasaan kehakiman melalui hakim Peratun berdasarkan hukum 

acaranya, sedangkan perlindungan hukum oleh badan atau instansi 

pemerintahan dilakukan melalui upaya administratif, baik melalui prosedur 

keberatan maupun banding administratif yang dilaksanakan berdasarkan 

hukum acaranya masing-masing. 

Meskipun bukan sarana yudisial melainkan penyelesaian internal, upaya 

administratif tetap dianggap sebagai bagian dari sistem Peradilan Administrasi 

karena merupakan komponen yang berkaitan dengan Peratun dan berfungsi 

menjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 

masyarakat atau kepentingan umum agar tercipta hubungan yang rukun antara 

pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sengketa di Peratun umumnya 

merupakan lanjutan dari sengketa hukum yang sebelumnya telah diperiksa 

dalam lingkungan internal pemerintahan melalui upaya administratif seperti 

prosedur keberatan, banding administratif, atau pemeriksaan oleh lembaga 

kuasi peradilan. Prosedur ini menjadi ciri yang membedakan penyelesaian 

sengketa di Peratun dengan lingkungan peradilan lainnya. 

Dalam literatur hukum administrasi, istilah upaya administratif juga dikenal 

dengan beberapa istilah lain seperti administratieve beroep, quasi rechtspraak 

atau peradilan administrasi semu, eigenlijke administratieve rechtspraak atau 

peradilan administrasi tak murni, pre-trial administrative proceedings, dan 

 



 

administrative tribunals. Sebelum Indonesia merdeka, prosedur upaya 

administratif telah dikenal dan mendahului keberadaan peradilan administrasi, 

terutama dalam penyelesaian sengketa pajak. 

Cikal bakal Peratun dalam sejarah hukum Indonesia dapat dilihat dari 

perkembangan Pengadilan Pajak. Pada masa kolonial Hindia Belanda, 

sengketa administrasi selain ditangani hakim perdata juga ditangani oleh 

lembaga quasi peradilan administrasi bernama Raad van Beroep voor 

Belastingzaken atau Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Berdasarkan UU No. 

14 Tahun 1997, MPP digantikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

(BPSP), kemudian digantikan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan UU No. 14 

Tahun 2002. 

Timbulnya upaya administratif berkaitan dengan kewenangan pemerintah 

untuk menjatuhkan sanksi administrasi atau melakukan tindakan tertentu 

kepada masyarakat. Untuk menghindari tirani kekuasaan, mekanisme 

keberatan dan banding administratif disediakan sebagai sarana perlindungan 

hukum bagi masyarakat. 

Dari segi penerapannya, sanksi administratif lebih efektif dibandingkan sanksi 

pidana karena dapat dijatuhkan langsung oleh pejabat administrasi tanpa 

menunggu putusan pengadilan, sedangkan sanksi pidana harus menunggu 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga prosesnya lebih 

lama. Sebagai sarana administrative justice, upaya administratif juga dikenal 

di negara lain. Di Prancis terdapat recours administratif yang terdiri dari 

recours gracieux (permohonan kepada pembuat keputusan) dan recours 

hiérarchique (banding kepada atasan pejabat yang membuat keputusan). Di 

Belanda pada masa berlakunya Wet AROB (1976–1994), keberatan 

administratif merupakan prosedur pendahuluan pemerintah, sedangkan 

banding administratif hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang 

berkaitan dengan ukuran yang mengikat suatu penetapan serta kepentingan 

kebijakan atau pengendalian oleh aparatur pemerintahan yang lebih tinggi. 

ii.​ Perbandingan Kerangka Upaya Administratif 

 



 

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. 

Keberatan adalah penyelesaian sengketa oleh badan atau pejabat TUN yang 

mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif dilakukan oleh 

atasan atau instansi lain dari pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. 

Upaya ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari keberatan kepada pejabat 

yang mengeluarkan keputusan/tindakan, lalu banding administratif kepada 

atasan yang berwenang. Menurut Penjelasan Pasal 48 UU Peratun dan Pasal 1 

angka 16 UU Administrasi Pemerintahan, upaya administratif merupakan 

prosedur penyelesaian sengketa akibat keputusan atau tindakan yang 

merugikan yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan 

melalui prosedur keberatan dan banding administratif. 

Namun, konsep ini menimbulkan persoalan karena tidak semua lembaga 

pemerintahan memiliki struktur hierarki atasan-bawahan, terutama lembaga 

negara independen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme 

keberatan atau banding administratif terhadap keputusan lembaga independen 

maupun pejabat puncak suatu organ negara. Selain itu, banyak sengketa 

administrasi juga diselesaikan oleh lembaga quasi peradilan, sehingga tidak 

sepenuhnya bersifat internal dalam organisasi pemerintahan. 

Ciri utama penyelesaian upaya administratif yaitu: 

-​ Sengketa dapat diselesaikan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan, 

atasan langsungnya, atau lembaga lain dalam struktur internal 

pemerintahan seperti komisi, badan, majelis, panitia, atau panel. 

-​ Pengujiannya mencakup doelmatigheid (keputusan tidak hanya harus 

legal, tetapi juga harus efektif, efisien, dan bermanfaat bagi kepentingan 

umum) dan rechtmatigheid (yaitu apakah KTUN yang diterbitkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) , sehingga 

keputusan dapat diubah, diganti, atau dibatalkan serta dapat 

mempertimbangkan perubahan keadaan (ex nunc). 

-​ Keputusan upaya administratif masih dapat diuji kembali di lembaga 

yudisial. 

 



 

Peradilan administrasi murni menurut Rochmat Soemitro diputus oleh hakim, 

hanya menguji aspek rechtmatigheid, dapat membatalkan keputusan atau 

memberikan ganti rugi tanpa membuat keputusan pengganti, serta menilai 

fakta pada saat keputusan diambil. Sjachran Basah menambahkan bahwa ganti 

rugi berupa uang dan badan yang memutus harus independen. 

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui peradilan administrasi hanya 

menguji aspek hukum oleh lembaga independen, dan keputusan upaya 

administratif dapat diuji kembali di peradilan administrasi. Namun, beberapa 

lembaga quasi rechtspraak seperti  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

dan Bawaslu memiliki keputusan yang dianggap final dan mengikat, meskipun 

lembaga tersebut tetap tidak dapat menggantikan fungsi kekuasaan 

kehakiman. 

iii.​ Contoh upaya administratif 

Putusan PTUN Bandung Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG: Penggugat 

mengajukan gugatan ke PTUN terhadap surat keputusan gubernur jawa barat 

Nomor 888/Kep.830-BKD/2014 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai 

pns karena melakukan tindak korupsi. Dalam kasus ini, penggugat telah 

menempuh seluruh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke 

PTUN. 

5.​ Pemeriksaan Gugatan 

a.​ Dismissal Proses  

Proses dismissal adalah suatu proses penelitian yuridis yang dilakukan oleh ketua 

pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan untuk dipertimbangkan apakah dapat 

diterima dan diproses lebih lanjut atau sebaliknya dinyatakan tidak dapat diterima 

oleh karena tidak terpenuhinya beberapa syarat yang ditentukan oleh pasal 62 UU 

Peratun. Apakah ketua menerima atau menolak pengajuan gugatan sebaiknya dilihat 

sebagai bagian dari rangkaian pro yustisia, bukan sebagai pejabat administrasi. 

Proses dismissal hanya berlaku bagi perkara-perkara yang didaftarkan menurut 

mekanisme acara biasa. Pemeriksaan sengketa TUN khusus tanpa melalui proses 

dismissal dan pemeriksaan persiapan. 

 



 

Proses dismissal dilakukan oleh Ketua Pengadilan untuk memutuskan dalam suatu 

penetapan bahwa suatu gugatan diterima atau tidak, gugatan itu berdasar atau tidak, 

dan majelis hakim belum dibentuk pada saat itu. Jika gugatan dinyatakan tidak 

dapat diterima, artinya tidak lolos dismissal, penggugat berhak mengajukan 

perlawanan (verzet) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Ketua 

Pengadilan mengucapkan penetapan di hadapan kedua belah pihak. Selanjutnya 

perlawanan itu diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan dengan pemeriksaan acara singkat. Apabila perlawanan penggugat 

diterima, penetapan tidak lolos dismissal ketua pengadilan dibatalkan. 

Selanjutnya, pokok gugatan akan diperiksa dan diputus menurut acara biasa. 

Sebaliknya, apabila verzet ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksanya, maka 

tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat. Terhadap putusan 

perlawanan dismissal tidak tersedia upaya hukum apapun juga, baik upaya hukum 

biasa maupun upaya hukum luar biasa. Dalam hal pihak pelawan mengajukan 

permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka panitera berkewajiban 

membuat akta penolakan banding. Jadi pemeriksaan terhadap gugatan perlawanan 

itu merupakan pemeriksaan yang pertama dan terakhir. Apabila penggugat ternyata 

masih tidak mau menerima putusan penetapan verzet itu. Satu-satunya 

kemungkinan adalah mengajukan gugatan baru. 

Rapat permusyawaratan yang dimaksudkan Pasal 62 UU Peratun tersebut adalah 

mekanisme yang dapat digunakan oleh Ketua Pengadilan sebelum mengeluarkan 

penetapan tidak lolos dismissal untuk memanggil dan mendengar keterangan para 

pihak sebelum mengeluarkan penetapan dismissal. Sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengeluarkan penetapan dismissal, apabila dipandang perlu, Ketua 

Pengadilan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai rapporteur (raportir), 456 

Istilah "rapat permusyawaratan" bukan dimaksudkan sebagai pemeriksaan yang 

dilakukan oleh majelis hakim, namun mengandung makna bahwa ketua pengadilan 

dalam menetapkan penetapan dismissal dapat memanggil pihak penggugat maupun 

tergugat. 

Apabila gugatan dipandang tidak memenuhi prasyarat pengajuan gugatan di 

Peratun, maka ketua mengeluarkan penetapan yang dibacakan dalam rapat 

 



 

permusyawaratan tentang gugatan yang didaftarkan tersebut tidak lolos dismissal 

yang artinya gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut, bukan tidak dapat diterima 

dalam pengertian niet ontvankelijk verklaard sebagaimana dalam sebuah putusan 

akhir. Dalam rapat permusyawaratan tersebut, Ketua Pengadilan memutuskan 

dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa 

gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar sesuai yang 

ditentukan dalam Pasal 62 UU Peratun (proses dismissal), dalam hal berikut. 

i.​ Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan. 

ii.​ Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU Peratun tidak 

terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. 

iii.​ Gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak. 

iv.​ Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan 

TUN yang digugat. 

v.​ Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 

Penetapan dismissal ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera/ Wakil 

Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat menandatangani penetapan dismissal dalam 

hal Ketua Pengadilan berhalangan. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat 

dalam rapat permusyawaratan. Gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal 

juga diperiksa secara singkat. Ketua Pengadilan dapat melakukan dismissal terhadap 

sebagian petitum gugatan (dismissal parsial). Ketentuan tentang perlawanan 

terhadap penetapan dismissal berlaku terhadap penetapan dismissal parsial. Dalam 

melakukan dismissal Ketua Pengadilan diminta agar tidak mudah menggunakan 

Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat 

(1) butir (a) dan (b) UU Peratun. 

b.​ Pemeriksaan Persiapan 

Pemeriksaan persiapan PTUN adalah tahap pendahuluan wajib (pasal 63 UU No. 

5/1986) sebelum sidang terbuka untuk umum, bertujuan mematangkan perkara dan 

melengkapi gugatan yang kurang jelas dalam waktu 30 hari. Hakim akan memberi 

nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan meminta penjelasan 

dari Badan/Pejabat TUN. Tujuan dilakukannya pemeriksaan persiapan adalah 

untuk memberikan saran perbaikan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh 

 



 

penggugat dengan melengkapi data yang dimaksud. Selain itu dalam pemeriksaan 

persiapan, majelis hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat 

TUN berkaitan dengan tindakan yang menjadi objek sengketa. Memberikan saran 

perbaikan dalam rangka penyempurnaan surat gugatan yang diajukan oleh 

penggugat merupakan salah satu penerapan asas kompensasi. Dalam sengketa 

TUN, kedudukan antara tergugat dan penggugat diasumsikan tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan dalam sengketa TUN terjadi karena penggugat sebagai orang 

atau badan hukum perdata berada pada posisi lebih lemah dibandingkan tergugat 

sebagai pemegang kekuasaan publik. Untuk menyeimbangkannya diterapkan asas 

kompensasi (ongelijkheidscompensatie) dengan memberikan kemudahan kepada 

penggugat melalui mekanisme pemeriksaan persiapan. Asas ini menuntut 

responsibilitas aparatur peradilan untuk membantu pencari keadilan mengatasi 

hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Dalam pemeriksaan persiapan, saran perbaikan menyangkut formalitas gugatan 

sesuai Pasal 56 UU Peratun, termasuk ketepatan sistematika gugatan (tempat dan 

tanggal pembuatan, nama dan alamat pengadilan, serta pokok gugatan), identitas 

para pihak, serta kejelasan objek sengketa seperti pejabat yang menerbitkan 

keputusan atau tindakan, nomor dan tanggal keputusan, serta isi keputusan. Jika 

objek sengketa berupa tindakan faktual, harus dijelaskan bentuk tindakan dan 

waktu pelaksanaannya. Pemeriksaan persiapan juga membahas fundamentum 

petendi/posita, yaitu uraian kronologis yang melatarbelakangi gugatan, meliputi 

status objek sengketa sebagai keputusan TUN menurut UU Peratun dan UUAP, 

kompetensi absolut Peratun, kepentingan hukum penggugat (legal standing) 

menurut Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta 

pertentangan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB 

sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU Peratun. 

Selain itu, diperhatikan pula petitum, yaitu tuntutan yang dimohonkan penggugat 

kepada hakim. Rumusan petitum harus disesuaikan dengan objek sengketa. Jika 

gugatan didasarkan pada Pasal 1 angka 9 UU Peratun, maka petitum mengacu pada 

Pasal 97 UU Peratun. Perbedaan antara tuntutan pembatalan keputusan dan 

tuntutan ganti rugi atas keputusan atau tindakan perlu disinkronkan dengan 

 



 

kewenangan PTUN dalam mengadili perkara onrechtmatige overheidsdaad, 

termasuk terkait keberlakuan tuntutan ganti rugi dalam sengketa TUN 

konvensional. 

Tenggang waktu pemeriksaan persiapan diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (a) 

UU Peratun selama 30 hari sejak pemeriksaan pertama. Namun jangka waktu ini 

tidak harus mutlak, karena hakim dapat memperpanjangnya apabila terdapat alasan 

yang kuat. Jika penggugat tidak hadir atau tidak mengikuti saran hakim sehingga 

pemeriksaan melebihi 30 hari, Majelis Hakim dapat memutuskan gugatan tidak 

dapat diterima sesuai Pasal 63 ayat (3) UU Peratun. 

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat diajukan upaya 

hukum, tetapi penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru sepanjang 

tenggang waktu pengajuan gugatan menurut Pasal 55 UU Peratun masih terpenuhi. 

Jika batas waktu 30 hari diterapkan secara mutlak, tergugat dapat memanfaatkan 

keadaan dengan tidak hadir dalam pemeriksaan persiapan sehingga merugikan 

penggugat karena kehadirannya diperlukan untuk mengklasifikasi objek sengketa. 

Ke depan (ius constituendum) perlu diatur mekanisme hukum terhadap sikap 

tergugat yang tidak kooperatif atau sengaja menghambat persidangan, termasuk 

melalui ancaman sanksi agar para pihak mematuhi panggilan pengadilan. 

Mekanisme Pasal 71 dan 72 UU Peratun dapat diterapkan apabila para pihak tidak 

hadir. 

Dengan adanya UUAP, pejabat pemerintahan tidak hanya wajib merespons tetapi 

juga harus melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Dalam konsep UUAP, sikap 

diam pejabat dianggap sebagai persetujuan (fiktif positif), berbeda dengan 

paradigma UU Peratun yang menganggap sikap diam sebagai penolakan. Bahkan 

apabila permohonan ditindaklanjuti melebihi waktu yang ditentukan, permohonan 

tersebut dianggap dikabulkan. Ketentuan ini juga berlaku dalam keberatan atau 

banding administratif, di mana jika tidak ditanggapi dalam waktu 10 hari maka 

permohonan dianggap diterima dan pejabat wajib menindaklanjutinya. 

6.​   Jenis Acara di Peradilan Tata Usaha Negara 

a.​ Acara Singkat 

 



 

Pemeriksaan dengan Acara Singkat (een administratie kortgeding/vereenvoudigde 

behandeling; simplified proceedings) dilakukan untuk perkara perlawanan atas 

penetapan dismissal Ketua Pengadilan dan dilaksanakan oleh Majelis hakim dalam 

sidang yang tertutup untuk umum, terkecuali pembacaan putusannya. Perlawanan 

(verweer) yang diajukan oleh penggugat/pelawan terhadap penetapan dismissal 

tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua 

Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (a) s.d. (e) 

UU Peratun.  

Tenggang waktu mengajukan Perlawanan adalah 14 hari sejak penetapan 

diucapkan dalam persidangan oleh Ketua Pengadilan atau apabila para pihak tidak 

hadir  maka tenggang waktu dihitung sejak pemberitahuan penetapan. Jika 

perlawanan diterima oleh Majelis Hakim Perlawanan, maka gugatan akan 

dilanjutkan ke proses pemeriksaan dalam acara biasa tanpa pemeriksaan persiapan. 

Jika perlawanan tidak disetujui, maka penetapan dismissal tetap berlaku dan 

Putusan Majelis Hakim perlawanan sudah bersifat final. Perkembangan praktik 

peradilan menyatakan bahwa meskipun Pasal 62 ayat (1) huruf (e) UU Peratun 

memberi kewenangan kepada Ketua PTUN dalam proses dismissal untuk 

menyatakan gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya 

sebagai tidak diterima, namun jika gugatan yang telah melewati tenggang waktu 90 

hari lolos dari proses dismissal dan diperiksa dalam acara biasa oleh majelis hakim, 

maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak, yang sebelumnya dipahami 

dinyatakan tidak diterima. 

UU Peratun tidak mengatur secara rinci bagaimana pemeriksaan persidangan 

dengan acara singkat harus dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan sepenuhnya 

diserahkan kepada majelis hakim yang bersangkutan (Majelis Hakim Perlawanan), 

sehingga tidak mustahil di lapangan akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam 

pelaksanaannya. Namun, berdasarkan Surat Tuada Ulditun tanggal 14 Oktober 

1993 disebutkan hal-hal sebagai berikut. 

i.​ Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat (3) 

sampai dengan ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986) tidak perlu sampai memeriksa 

materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi ahli dan 

 



 

sebagainya, sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

ii.​ Barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar maka dimulailah 

pemeriksaan terhadap pokok perkara. 

iii.​ Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang memeriksa 

gugatan tersebut, tetapi dengan penetapan Ketua Pengadilan, jadi tidak dengan 

cara otomatis. 

iv.​ Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi 

pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

b.​ Acara Cepat 

Perkara yang telah lolos dismissal oleh Ketua PTUN dapat diajukan pemeriksaan 

dengan Acara Cepat apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak atau 

kegentingan yang memaksa. Ketua PTUN wajib mengeluarkan penetapan 

menerima atau menolak permohonan tersebut dalam waktu 14 hari sejak 

permohonan diterima, dan penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. 

Apabila permohonan dikabulkan, Ketua PTUN menunjuk hakim tunggal untuk 

memeriksa perkara. Namun dalam praktik, jika permohonan ditolak tidak dibuat 

penetapan yang isinya menolak Acara Cepat, melainkan cukup dengan penetapan 

penunjukan majelis hakim untuk memeriksa perkara dengan acara biasa, yang 

berarti permohonan Acara Cepat otomatis ditolak. 

Jika permohonan Acara Cepat dikabulkan dan hakim tunggal telah ditunjuk, maka 

paling lambat 7 hari hakim tunggal menentukan hari sidang tanpa melalui 

pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan perkara, tenggang waktu jawaban dan 

pembuktian masing-masing pihak tidak lebih dari 14 hari. Apabila tenggang waktu 

tersebut terlewati karena perkara sangat kompleks dan memerlukan pemeriksaan 

oleh majelis hakim, maka pemeriksaan Acara Cepat dapat diubah kembali menjadi 

acara biasa. Hakim tunggal akan mengembalikan berkas kepada Ketua PTUN 

untuk kemudian ditetapkan majelis hakim yang memeriksa dengan acara biasa. 

Putusan perkara Acara Cepat masih dapat diajukan upaya hukum ke tingkat lebih 

tinggi. Namun, UU Peratun tidak mengatur mekanisme pemeriksaan perkara cepat 

di tingkat banding dan kasasi. Menurut Sulistyo, penanganan cepat hanya berlaku 

 



 

di tingkat pertama, sehingga di tingkat banding dan kasasi putusan tetap sulit 

diprediksi dan memakan waktu lama, bahkan di tingkat kasasi dapat berlangsung 

bertahun-tahun, sehingga perlakuan khusus di tingkat pertama tidak banyak 

memberi manfaat. 

c.​ Acara Biasa 

Acara Biasa dimulai dari pemeriksaan persiapan. Setelah pemeriksaan persiapan 

dan gugatan penggugat diperbaiki dan dianggap layak untuk disidangkan, maka 

hakim menetapkan hari persidangan yang terbuka untuk umum yang kemudian 

selanjutnya tahapan persidangan dimulai dari pembacaan gugatan penggugat dan 

jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, pihak ketiga yang berkepentingan 

dapat masuk sebagai intervenient melalui putusan sela yang kemudian didudukkan 

sebagai salah satu pihak dalam sengketa yang berjalan. 

Apabila suatu sengketa tidak dapat diperiksa pada satu hari persidangan, maka 

sidang diundur sampai sidang berikutnya yang harus diucapkan dalam persidangan 

sebelum sidang dinyatakan ditutup. Bagi pihak yang hadir, pemberitahuan 

pengunduran sidang dianggap sama dengan panggilan resmi pengadilan. Bagi 

pihak yang tidak hadir dipanggil dengan surat tercatat. Jika dalam persidangan 

tersebut ada pihak yang tidak hadir, maka penundaan sidang selanjutnya tidak 

boleh lebih dari 6 hari. 

7.​ Jawaban Gugatan 

Jawaban gugatan PTUN adalah dokumen resmi hak Tergugat (Pejabat TUN) untuk 

membantah dalil Penggugat, diajukan setelah tahap mediasi/persiapan. Isinya meliputi 

eksepsi (kompetensi/prosedur) dan pokok perkara (bantahan materiil KTUN), yang 

disusun sistematis (identitas, eksepsi, pokok perkara, petitum) berdasarkan bukti sah 

a.​Langkah-Langkah Penyusunan Jawaban Tergugat 

dalam menyusun jawaban Tergugat di Pengadilan Negeri, terdapat langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan: 

i.​ Membaca dan Menganalisis Gugatan Penggugat 

Langkah awal adalah membaca gugatan dengan saksama untuk memahami 

dalil-dalil yang diajukan penggugat. Analisis ini mencakup identifikasi 

pihak-pihak yang terlibat, dasar hukum gugatan, dan tuntutan (petitum). 

 



 

ii.​ Menyusun Struktur Jawaban 

Struktur jawaban tergugat idealnya terdiri dari bagian-bagian berikut: 

-​ Identitas Pihak: Memuat identitas tergugat sebagaimana disebutkan dalam 

gugatan. 

-​ Eksepsi: Jika terdapat keberatan atau bantahan terhadap gugatan yang tidak 

menyentuh pokok perkara, seperti kewenangan absolut atau relatif 

pengadilan, atau hal-hal prosedural lain. Kewenangan absolut menyangkut 

kewenangan jenis peradilan dan kewenangan relatif menyangkut wilayah 

hukum pengadilan tersebut. 

-​ Jawaban Pokok Perkara: Pada bagian ini, tergugat menjawab setiap dalil yang 

diajukan oleh penggugat. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara dapat 

berupa pengakuan atau membenarkan isi gugatan baik sebagian maupun 

seluruhnya, atau jawaban tergugat yang berupa bantahan dengan maksud 

untuk menyangkal atau melumpuhkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan. 

Penyangkalan yang terstruktur pada setiap klaim penggugat penting agar 

tergugat memiliki posisi kuat dalam persidangan. Untuk memperkuat 

argumentasi, rujukan pada bukti dan perjanjian yang terkait perlu disertakan. 

-​ Gugatan Rekonvensi (jika ada): Jika tergugat menganggap penggugat 

memiliki tanggung jawab atau kewajiban tertentu yang berhubungan dan 

harus dipenuhi dengan hak atau hubungan hukum dengan tergugat, maka 

tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan 

bersama dengan jawaban tergugat.  

8.​ Replik 

Penggugat mengajukan replik artinya penggugat memberi tanggapan atas jawaban yang 

telah diajukan penggugat. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari 

gugatannya, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan 

tergugat. Replik merupakan hak yang diberikan kepada penggugat untuk menanggapi 

jawaban yang telah diberikan tergugat. Dalam replik, penggugat dapat mengemukakan 

pendapat-pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan dan lain-lain, replik disampaikan 

setelah pemberian jawaban/eksepsi oleh tergugat. Berikut merupakan isi/inti dari replik: 

 



 

i.​ Bantahan atas Eksepsi: Jika Tergugat mengajukan eksepsi (misalnya kompetensi 

absolut/relatif, gugatan daluwarsa), Penggugat harus mematahkan argumen 

tersebut dengan dasar hukum. 

ii.​ Bantahan atas Pokok Perkara: Sanggah poin demi poin jawaban Tergugat yang 

dianggap salah atau memutarbalikkan fakta. 

iii.​ Penguatan Dalil: Tegaskan kembali dalil gugatan semula dengan bukti atau referensi 

tambahan (doktrin, ahli, atau kebiasaan). 

iv.​ Petitum (Permohonan): Minta Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan jawaban 

Tergugat, serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. 
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SOAL 

 

1.​ Jelaskan pengertian Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), Peradilan Tata Usaha 

Negara (PTUN), dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Mengapa KTUN dapat 

menjadi objek sengketa di PTUN? 

2.​ Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam Peradilan 

Tata Usaha Negara. 

3.​ Uraikan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh penggugat untuk mengajukan 

gugatan di PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

4.​ Jelaskan tujuan proses dismissal dan pemeriksaan persiapan dalam PTUN. 

5.​ Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis acara dalam PTUN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUNCI JAWABAN 

 

1.​ HTUN adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

PTUN adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antara warga atau 

badan hukum dengan pejabat TUN. KTUN adalah penetapan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final serta 

menimbulkan akibat hukum. KTUN menjadi objek sengketa karena dapat merugikan 

seseorang atau badan hukum sehingga dapat diuji keabsahannya di PTUN. 

2.​ Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan berdasarkan jenis atau materi 

perkara. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah 

hukum. Dalam PTUN, kompetensi absolut menentukan bahwa sengketa KTUN 

diperiksa oleh PTUN, sedangkan kompetensi relatif menentukan PTUN mana yang 

berwenang berdasarkan wilayah. 

3.​ Alasan yang dapat digunakan adalah: 

-​ Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan​

Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tidak sesuai atau melanggar 

hukumyang berlaku. 

-​ Penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) 

Pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan 

maksud pemberian wewenang tersebut. 

-​ Tindakan sewenang-wenang (willekeur) 

Keputusan diambil tanpa pertimbangan yang wajar atau melanggar Asas-Asas    

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 

4.​ Dismissal bertujuan menilai apakah gugatan memenuhi syarat untuk diproses atau 

tidak. Pemeriksaan persiapan bertujuan memperbaiki dan melengkapi gugatan serta 

mematangkan perkara sebelum sidang terbuka untuk umum. 

5.​ Jenis acara dalam PTUN adalah: 

-​ Acara Biasa: prosedur persidangan normal dengan tahapan lengkap. 

-​ Acara Cepat: digunakan jika ada kepentingan mendesak dan diperiksa oleh 

hakim tunggal. 

 



 

-​ Acara Singkat: digunakan untuk memeriksa perlawanan terhadap penetapan 

dismissal. 

 

 


